BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR | ¥ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 44
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M BUPATI DOMPU,

Menimbang a. untuk memenuhi belanja pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun pengangkatan
2024 pada 23 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Dompu maka harus dilakukan pergeseran anggaran
belanja pegawai;
b. adanya permohonan dari beberapa SKPD terkait
revisi belanja guna mendukung dan mengsukseskan
program prioritas daerah tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan
ﬂ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar
organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan




20.

21.

22.

23.

24.

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah




Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang
ﬂ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 44 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44

ﬁ Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Anggaran  belanja  operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar
Rp.984.955.520.232,00  berkurang sebesar
Rp.12.038.066.223,00 jumlah belanja operasi




setelah perubahan Rp.972.917.454.009,00 yang
terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga,

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a semula sebesar Rp.534.417.235.509,00
berkurang sebesar Rp.465.429.501,00 jumlah
belanja pegawai setelah perubahan
Rp.533.951.806.008,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula sebesar
Rp.401.484.607.723,00 berkurang sebesar
Rp.18.191.333.922,00 jumlah belanja barang dan
jasa setelah perubahan Rp.383.293.273.801,00.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c sebesar Rp.0,00;

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00;

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e semula sebesar Rp.46.983.677.000,00
bertambah sebesar Rp5.216.197.200,00 jumlah
belanja hibah setelah perubahan
Rp.52.199.874.200,00;

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f semula sebesar
Rp.2.070.000.000,00 bertambah sebesar
Rp.1.402.500.000,00 jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan Rp. 3.472.500.000,00.

. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10
Rincian anggaran belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja




bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 9
ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 11
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar
Rp.99.760.304.241,00 bertambah sebesar
Rp.15.951.532.673,00 jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 115.711.836.914,00 yang
terdiri atas:
Belanja modal tanah;
Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal gedung dan bangunan,;
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a semula sebesar
Rp.1.790.000.000,00 bertambah sebesar
Rp.100.000.000,00 jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp.1.890.000.000,00;
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar
Rp.18.355.537.340,00 bertambah sebesar
Rp.8.661.640.810,00 jumlah belanja modal
peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp.27.017.178.150,00.
Belanja modal gedung dan  bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
semula sebesar Rp.38.137.065.901,00
bertambah sebesar Rp.1.408.451.390,00 jumlah
belanja modal gedung dan bangunan setelah
perubahan Rp.39.545.517.291,00.

A T L




(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) huruf d
semula sebesar Rp.41.280.721.000,00
bertambah sebesar Rp.540.029.473,00 jumlah
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp.41.820.750.473,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar
Rp.123.980.000,00 bertambah sebesar
Rp.5.241.411.000,00 jumlah belanja modal aset
tetap lainnya setelah perubahan
Rp.5.365.391.000,00.

6 (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar
Rp.73.000.000,00.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

Rincian perubahan anggaran belanja Modal Tanah,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal
Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap

ﬂ Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat
(2}, (3), {4), (5), (6) dan ayat (7) tercantum dalam
lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ semula sebesar
Rp.10.000.000.000,00 berkurang sebesar




Rp.3.913.466.450,00 jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp.6.086.533.550,00.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 20

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

terdiri dari:
1. Lampiranl

2. Lampiran I

3. Lampiran III

3.1 Lampiran Ill.a

3.2 Lampiran IIl.b

Ringkasan Perubahan
Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi menurut
Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek - Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Perubahan Penjabaran APBD.
menurut Urusan,
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub  Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi hibah;
Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi hibah
berupa uang yang diterima
serta SKPD pemberi hibah;

Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi hibah
berupa barang yang diterima
serta SKPD pemberi hibah;




4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi bantuan
sosial;

4.1 lampiran IV.a Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi bantuan
sosial berupa uang yang
diterima serta SKPD pemberi
bantuan sosial;

4.2 Lampiran IV.b Daftar nama penerima, alamat
dan besaran alokasi bantuan
sosial berupa barang yang
diterima serta SKPD pemberi

bantuan sosial;

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal ] Mei 2024

MPU,

Diundangkan di Dgfnpu
Pada tanggal
SEKRETARIS

ERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GU AN P PUTRA

BERITA DAXERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR, L/ng




